
MEMUTUSKAN...

..

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palembang, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Palembangtentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota
Palembang;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1~59 tentang
Pembentukan DaerahTingkat II dan Kota Praja eli Sumatera
Selatan (Lernbaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2016
Nomor 6, tambahan NegaraRTNomor 5533);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diu bah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas • •Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentena ,
Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan ,
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679); \..', "

4. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang '.
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia "
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887); t

5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palembang(Lembaran Daerah Kota PalembangTahun 2016
Nomor 6).

WALIKOTAPALEMBANG,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHA ESA

KEDUDUKAN,SUSUNANORGANTSASI,TUGASDANFUNGSI
SERTATATAKERJA DINAS PERHUBUNGANKOTAPALEMBANG

WAltKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANWALIKOTAPALEMBANG

NOMOR 71-TAHUN 2016

TENTANG



(3) Dinas Perhubungan ...

'\I, ~ ~

(t) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan bidang Perhubungan.

(2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang kepala dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasa12

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNANORGANlSASI

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pernerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adaJah Sekretaris Dacrah Kota

Palembang.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota

Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota

Palembang.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perhubungan Kota

Palembang.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perhubungan Kota

Palembang.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perhubungan

Kota Palembang.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pcrhubungan Kota

Palembang.
12. Urusan adalah urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
13. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis pada

Dinas Perhubungan yang berada di bawah dan bcrtanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompck jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
ketrampilan tertentu.

Pasal 1

BAB I
KETENTUANUMUM

Menetapkan:PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANlSASl, TUGAS DAN FUNGSJSERTATATA KERJA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:
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(3)MaSing-maSing.~~g;;, ~

(I) Susunan. Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:
a. KepalaDinas.
h. Sekretariat, membawahi:

1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub BagianPerencanaan dan Pelaporan.

c. Bidang Keselamatan Transportasi dan Perhubungan
Udara, mernbawahi:
1.Seksi ManajemenKeselamatanTransportasi;
2. Seksi Auditdan InvestigaeiTransportasi; dan
3. Seksi Promosi,Kemitraan dan Perhubungan Udara.

d. Bidang Perhubungan Laut dan Angkutan Sungai, Danau
dan Penyeberangan, membawahi:
1. Seksi Sarana dan Manajemen Lalu Lintas Laut dan
Sungai;

2. Seksi Angkutan Laut dan Sungai; dan
3. Seksi Prasarana Laut dan Sungai.

e. BidangTransportasi Jalan dan Rei,membawahi:
1.Seksi Sarana Manajemen, Rekayasa Lalu Lintas dan
Pcrkeretaapian;

2. Seksi Angkutan; dan
3. Seksi Prasarana dan Perlengkapan Jalan.

f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional Lalu
Lintas Kota, membawahi:
1.Seksi Operasional;
2. Seksi Patroli dan Pengawasan;dan
3. Seksi Penyidikandan Penindakan Kota.

g. Unit Pelaksana Teknis; dan
h. KelompokJabatan Pungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada ill bawab
dan bertanggungjawab kepada KepalaDinas.

Pasal 3

(4) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan
fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan

umum;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan

lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup

tugasnya; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota

terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas membantu Walikota dalam
melaksanakan urusan di bidang Perhubungan dan tugas
pembantuan.
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b. mengelola».

~.~t

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian

Urnurndan Kepegawaian;

Pasal6

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1),Sekretaris mcmpunyai fungsi:
a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan,

keuangan dan pelaporan;
b. pelaksanaan urusan adroinistrasi umum;
c. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan

perkantoran;
d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
e. pelaksanaan urusan kehurnasan; dan
f. pelaksanaan fasilitasi hukurn dan perundang-undangan.

(1) Sekretaris mernpunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalarn mengkoordinasikan perencanaan, keuangan dan
pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi
umum, perkantoran, kehumasan dan kepegawaian.

Pasa15

Bagian Kedua
Sekretariat

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan
pernerintahan dibidang Perhubungan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk
pclaksanaannya.

Pasa14

Bagian Kesatu
KepalaDinas

BABIn
URAIANTUGAS DAN FUNGSI

(6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Larnpiran Peraturan Walikota ini,

(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh KepaJa Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipirnpin oleh Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

(3) Masing-rnasing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.
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b. Pelaksanaan. ~ ~ ~

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1). Bidang Keselamatan Tranaportasi dan
Perhubungan Udara mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana program dan pctunjuk teknis

dibidang keselamatan transportasi;

(1) Bidang Keselamatan Transportasi dan Perhubungan Udara,
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di
BidangKeselamatan Transportasi dan Perhubungan Udara.

Pasal 7

Bagian Kctiga
Bidang Keselamatan Transportasi Dan Perhubungan Udara

(3) Sub Bagian Percncanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian

Perencanaan dan Pclaporan;
b. melaksanakan koordinasi penyusunan program dan

kegiatan antar bidang;
c. menyusun dokumen perencanaan dinas;
d. mengukur capaian kinerja program dan kegiatan

bidang;
e. monitoring dan cvaluasi capaian kineIja dinas;
f. menyusun dokumen pelaporan dinas;
g. melaporkan hasil kerja dan capaian kincrja; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Kcuangan, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian

Keuangan;
b. menyusun rencana anggaran kerja dinas:
c. menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan

penggunaan anggaran;
d. mengelola administrasi keuangan belanja langsung dan

belanja tidak Jangsung;
e. menyusun dan menganalisa laporan keuangan;
r. mengontrol kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan

pembukuan/akuntansi;
g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
h. melaksanakan tugas kcdinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

b. mengelola administrasi umum dan surat menyurat;
c. mengeloia kearsipan dan kepustakaan;
d. mengelola adrninistrasi barang, perlengkapan dan

kendaraan dinas;
c. mengelola urusan rumah tangga, kehumasan dan

keprotokolan;
f. mengelola administrasi kepegawaian dan perjalanan

dinas;
g. melaporkan hasil kcIja dan capaian kinerja; dan
h. melaksanakan tugas kcdinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.
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f. menYiaPkan.~ ~ t

(2) Seksi Audit dan InvestigasiTransportasi, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Audit

dan Investigasi Transportasi;
b. membagi tugas dan mernberikan petunjuk kepada star

sesuai dengan tugas pokok dan Iungsi;
c. mempelajari dan menindak lanjuti petunjuk yang

diberikan oleh KepalaBidang;
d. membina, memotivasi dan melakukan pengawasan

melekat terhadap star yang dibawahinya;
e. mernaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai

dengan kewenangannya;

(1) Seksi Manajemen Keselamatan Transportasi, melaksanakan
tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi

Manajemen Keselamatan Transportasi;
b. membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada staf

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
c. mempelajari dan menindak lanjuti petunjuk yang

diberikan oleh kepala bidang;
d. membina, memotivasi dan melakukan pengawasan

melekat terhadap stafyang dibawahinya;
e. memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai

dengan kewenangannya;
f. menyiapkan bahan petunjuk teknis manajemen

keselamatan transportasi;
g. mengumpulkan data dan informasi dalam rangka

penyusunan analisi keselamatan transportasi;
h. mendokumentasikan kebijakan dan produk hokum serta

pengolahan dan penyusunan data keselamatan
transportasi yang ada pada dinas;

i. mengkoordinasikan penyusunan data keselamatan
transportasi yang ada pada dinas;

j. meJakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

k. menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang
telah dicapai sebagai bahan peningkatan ka.rir;

1. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala
bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil
sesuai dengan bidang tugasnya;

m. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

Pasal8

b. Pelaksanaan program dinas dan petunjuk teknis
dibidang keselamatan transportasi;

c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang
keselamatan transportasi;

d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
terkait;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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(2) Untuk ...

{II Bidang Perhubungan Laut dan Angkutan Sungai Danau
dan Penyeberangan, mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas dinas di Bidang Perhubungan Laut dan
Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan.

Pasal9

Bagian Keempat
Bidang Perhubungan Laut dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

(3) Seksi Promosi, Kemitraan dan Pcrhubungan Udara,
mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi

Promosi, Kernitraan dan Perhubungan Udara;
b. membagi tugas dan merubcrikan petunjuk kepada star

sesuai dcngan tugas pokok dan fungsi;
c. merupelajari dan rnenindak lanjuti petunjuk yang

diberikan oleh Kepala Bidang;
d. mernbina, memotivasi dan melakukan pengawasan

melekat terhadap staf yang dibawahinya;
e. ruemaraf atau ruenandatangani naskah dinas sesuai

dengan kewenangannya;
f. ruenyiapkan bahan petunjuk teknis Promosi, Kernitraan

dan Perhubungan Udara;
g. ruenyiapkan bahan kegiatan pemantauan kegiatan

pelayanan jasa kebandar udaraan dan jasa terkait
Bandar Udara:

h. ruembina dan memberi bimbingan dalam pelaksanaan
promosi, kemitraan kepada ruasyarakat dibidang
perhubungan;

1. melaksanakan monitoring, cvaluasi dan pelaporan
seluruh kegiatan dinas;

J. melakukan koordinasi dengan unit kerja tcrkait untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

k. menyelenggarakan monitoring, evaluasi kegiatan
promosi, kcruitraan dan Perhubungan

1. menilai prestasi kerja star berdasarkan hasil kerja yang
telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir;

m. memberikan saran dan pertimbangan kcpada Kepala
Bidang tentang langkah-Iangkah yang perlu diambil
sesuai dengan bidang tugasnya;

n. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

f. menyiapkan bahan petunjuk teknis audit dan investigasi
di bidang perhubungan;

g. menyiapkan bahan kegiatan pemantauan audit dan
investigasi perhubungan;dan

h. melaporkan hasil kcrja dan capaian kinerja; dan
I. mclaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.
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p. memberikan...

(1) Seksi Sarana dan Manajemen Lalu Lintas Laut dan Sungai,
mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Saran a

dan Manajemen Lalu Lintas Laut dan Sungai;
b. membagi tugas dan rnemberikan petunjuk kepada staf

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
c. mempelajari dan menindak lanjuti petunjuk yang

diberikan oleh KepalaBidang;
d. membina, memotivasi dan melakukan pengawasan

melekat terhadap staryang dibawahinya;
e. memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai

dengan kewenangannya;
f. menyiapkan baban petunjuk teknis sarana dan

manajemen lalu lintas laut dan sungai;
g. menyiapkan kebutuhan sarana lalu lintas perhubungan

laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
h. melaksanakan perencanaan, peJaksanaan operasionaJ

kapal-kapal milikDinas Perhungan Kota Palembang;
1. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anak

buab kapaJ Dinas Perhubungan Kota Palembang;
J. melakukan persiapan dan penerbitan dokumen kapal

(Sertifikat, Surat Ukur, dll];
k. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, operasional

kapal-kapal milikDinas Perhubungan KotaPalembang;
1. mengatur, mengendalikan dan mengawasi penggunaan

dan pemanfaatan sarana dan manajemen lalu lintas
laut dan sungai;

m. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

n. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan
dibidang sarana dan manajemen latu Iintas laut dan
sungai;

o. menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang
telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir;

Pasa! 10

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Perhubungan Laut dan Angkutan Sungai
Danau dan Penyeberangan, mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis

dibidang perhubungan laut dan Angkutan Sungai
Danau dan Penyeberangan;

b. Pelaksanaan program dan perunjuk teknis dibidang
perbubungan laut dan Angkutan Sungai Danau dan
Penyeberangan;

c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang
perbubungan laut dan Angkutan Sungai Danau dan
Penyeberangan;

d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
terkait;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olch
KepalaDinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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g. menyiapkan...

W~~

(3) Seksi Prasarana Laut dan Sungai, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan dinas dan

Seksi Prasarana Laut dan Sungai;
b. membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada staf

sesuai dengan tugas pokokdan fungsi;
c. mempelajari dan menindak 1anjuti petunjuk yang

diberikan oleh KepalaBidang;
d. membina, memotivasi dan melakukan pcngawasan

rnelekat terhadap staf yang dibawahinya;
e. memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai

dengan kewenangannya;
f. menyiapkan bahan petunjuk teknis Prasarana Laut dan

Sungai;

(2) SeksiAngkutan Laut dan Sungai, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kcgiatan Seksi

Angkutan Laut dan Sungai;
b. membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada staf

sesuai dengan tugas pokokdan fungsi;
c. mempelajari dan menindak lanjuti petunjuk yang

diberikan oleh KepalaBidang;
d. rnernbina, mcmotivasi dan mclakukan pengawasan

melekat terhadap staf yang dibawahinya;
e. memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai

dengan kcwenangannya;
f. menyiapkan bahan petunjuk teknis angkutan laut dan

sungai;
g. mengatur dan menetapkan trayek angkutan sungai,

danau dan penyeberangan;
h. menyelenggarakan proses pemberian izm trayek

angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
i. menyiapkan dan menerbitkan dokumen perizinan kapal

(surat izin trayek, SKK, izin operasional, rcgistrasi/
tanda selar);

j. menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan angkutan
sungai, danau dan penyeberangan;

k. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

1. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan
dibidang angkutan laut dan sungai;

m. menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang
telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir;

n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala
Bidang tetang langkah-langkah yang perlu diambil
sesuai dengan bidang tugasnya;

o. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

p. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kcpala
Bidang tetang langkah-langkah yang perlu diarnbil
sesuai dengan bidang tugasoya;

q. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.
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(2) Untuk ...

"'. ~ ~

(1) Bidang Transportasi .Jalan dan Rei, mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang Transportasi
Jalan dan Rei:

Pasal 11

Bagian Kelima
Bidang 'Iransportasi .Jalan Dan Rei

g. menyiapkan rencana kebutuhan prasarana laut dan
sungai;

h. melakukan analis kinerja perizinan prasarana taut dan
sungai;

i. menyiapkan rencana dan melaksanakan pembangunan
pelabuhan laut, sungai dan penyeberang;

J. menyiapkan rekomendasi izin pembangunan pelabuhan
utarna, penurnpul dan pengurnpan;

k. menyiapkan izin operasi pelabuhan laut pengumpan;
1. menyiapkan izin reklame/penerukan, penutupan alur

pelayaran;
m. menyiapkan sarana bantu navigasi (SBN)sungai;
n. menyiapkan jasa perizinan tertentu;

1. Retribusi pengguna dataran air alur pelayaran,
berupa;
a. Rumah Rakit untuk rumah makan
b. Rumah Makan terapung kontruksi kayu dan atau

boat
c. Rumah Makan terapung kontruksi pontoon
d. Galanganj'bengkel terapung
e. Kios terapung
f. SPBB
g. Kcramba ikan
h. Longpond
i. KOlam galangan kapal
j, Gardu pompa air/pipa air
k. Rumah tempat usana
I. Pelabuhan khusus

2. Restribusi Surat lzin Usaha angkutan surigai
3. Izin Usaha ekspedisi angkutan penyeberangan
4. Retribusi Izin Pembuatarr/pembangunan prasarana

dan pemasangan tanda-tanda melintasi aJur
pelayaran

o. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

p. menyelenggarakan monitoring dan evaJuasi kegiatan
dibidang prasarana laut dan sungai;

q. menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang
telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir;

r. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala
Bidang tetang langkah-langkah yang perlu diarnbil
sesuai dengan bidang tugasnya;

s. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
t. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.
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(2)Seksi Angkutan-v

~2R

(1) Seksi Sarana Manajcmcn. Rekayasa Lalu Lintas dan
Perkerctaapian, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Sarana

Manajemen.Rckayasa LaluLintas dan Pcrkeretapian;
b. mcmbagi tugas dan memberikan petunjuk kepada star

sesuai dengan tugas pokokdan fungsi;
c. mempelajari dan menindak lanjuti petunjuk yang

diberikan oleh KepalaBidang;
d. membina, memotivasi dan melakukan pengawasan

melekat terhadap staf yang dibawahinya;
e. memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai

dengan kewenangannya;
f. menyiapkan bahan pctunjuk teknis sarana manajemen.

rekayasa lalu J.inlasdan perkeretapian;
g. melaksanakan inventarisasi sarana Ialu J.intas;
h. menyelenggarakanpembinaan perbengkeJanumum;
1. mernfasilitasipemberian izin pendirian bengkelumum;
J. memfasilitasi pemberian izin sarana dan prasarana

perkeretapian dalam wilayahkerja;
k. melaksanakan pembinaan pengujian Kendaraan

bermotor dan ketentuan persyaratan teknis laik jalan
kendaraan;

l. menyiapkan manajemen rekayasa lalu J.intas;
m. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk

kelancaran pclaksanaan tugas;
n. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan

dibidang sarana manajeroen, rekayasa lalu J.intasdan
perkeretapian;

o. roenilai prestasi kcrja staf berdasarkan hasil kerja yang
telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir;

p. memberikan saran dan pertimbangan kcpada Kepala
Bidang tetang langkah-Iangkah yang perlu diambil
sesuai dengan bidang tugasnya;

q. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

Pasal 12

(2) Untuk mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Transportasi Jalan dan Rei mempunyai
fungsi:
a. Penyusunan rencana program dan pctunjuk teknis

dibidang transportasi jalan dan rei;
b. Pelaksanaan program dan petunjuk telmis dibidang

transportasi jalan dan rei;
c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang

transporrasi jalan dan rei;
d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dcngan instansi

terkait:
e. Pelaksanaan monitoring, cvaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas;
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

KepalaDinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II



j. menyelenggarakan ...

a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi
Prasarana dan Perlengkapan Jalan;

b. membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada staf
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

c. mempelajari dan menindak lanjuti petunjuk yang
diberikan oleh Kepala Bidang;

d. mernbina, memotivasi dan melakukan pengawasan
melekat terhadap staf yang dibawahinya;

e. memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai
dengan kewenangannya;

f. menyiapkan bahan petunjuk teknis Prasarana dan
Perlengkapan Jalan;

g. menyelenggarakan upaya penetapan dan penyediaan
Prasarana dan Perlengkapan Jalan;

h. melakukan pemantauan dan analisi kinerja Prasarana
dan Pcrlcngkapan Jalan;

i. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

tugas:
(3) Seksi Prasarana dan Perlengkapan Jalan, melaksanakan

(2) Seksi Angkutan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi

Angkutan;
b. membagi tugas dan rnemberikan pctunjuk kepada staf

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
c. mempelajari dan menindak lanjuti petunjuk yang

diberikan oleh Kepala Bidang;
d. membina, memotivasi dan melakukan pengawasan

melckat terhadap staf yang dibawahinya;
e. memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai

dengan kewcnangannya;
f. menyiapkan bahan petunjuk teknis angkutan;
g. menyelcnggarakan pemberian perizinan angkutan dan

penetapan jaringan trayek angkutan jalan;
h. merumuskan kebijakan angkutan dan bahan

pembinaan pelaksanaan angkutan;
I. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;
j. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan

dibidang sarana manajemen, rekayasa Ialu lintas dan
perkeretapian;

k. menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang
telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir;

1. mernberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala
Bidang tetang langkah-langkah yang perlu diambil
sesuai dengan bidang tugasnya;

m. melaporkan hasil kerja dan capaian kineIja; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.
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e. mcnyctcnggarakan ...

(1) Seksi Operasional, mernpunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi

Operasional;
b. membagi tugas dan mernberikan petunjuk kepada staf

sesuai dengan tugas pokok dan rungsi;
c. memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai

dengan kewenangannya;
d. menginvcntarisir dan melakukan pengecekan kendaraan

operasional guna mendukung pelaksanaan kegiatan;

Pasa114

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (I), Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasi Lalu
Lintas Kotamernpunyai fungsi:
a. Penyusunan reneana program dan petunjuk teknis

dibidang Pengawasan dan Pengendalian Operasi Lalu
Lintas Kota;

b. Pelaksanaan program dan perunjuk teknis dibidang
Pengawasan dan Pengendalian Operasi Lalu Lintas
Kota;

c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang
Pengawasan dan Pengendalian Operasi Lalu Lintas
Kota;

d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
terkait;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas;

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasa113
(1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasi Lalu Lintas

Kota, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
dinas di bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasi Lalu
Lintas Kota.

Bagian Keenarn
Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Operasi Lalu Lintas Kota

J. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan
dibidang sarana rnanajemen, rekayasa lalu lintas dan
perkeretapian;

k. menilai prestasi kerja star berdasarkan hasiJ kerja yang
telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir;

I. mernberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala
Bidang tetang langkah-langkah yang perlu diambil
sesuai dengan bidang tugasnya;

m. melaporkan hasil kerja dan eapaian kinerja; clan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.
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1. Menyelenggarakan...

(2) Seksi PatroJidan Pengawasan, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Patroli

dan Pengawasan;
b. rnembagi tugas dan memberikan petunjuk kepada staf

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
c. mempelajari dan menindak lanjuti petunjuk yang

diberikan oleh Kepala Bidang;
d. membina, memotivasi dan melakukan pengawasan

meJekat terhadap staf yang dibawahinya;
e. memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai

dengan kewenangannya;
f. menyiapkan bahan petunjuk teknis patroli dan

pengawasan:
g. menyelenggarakan patroli dan pengawasan Lalui Lintas

Angkutan Jalan (LLAJ), Angkutan Laut, Angkutan
Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP);

h. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk
kelancaran pelaksariaan tugas;

e. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan
operasional;

f. menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang
telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir;

g. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan
tugas;

h. mempelajari dan menindaklanjuti petunjuk yang
diberikan oleh KepaJaBidang;

i, membina, memotivasi dan melakukan pengawasan
melekat terhadap star yang dibawahi;

j. menyiapkan bahan petunjuk teknis operasional;
k. melakukan pembinaan manajemen operasional meliputi

kegiatan, perintah pelaksanaan kegiatan, pengendalian
dan administrasi dibidang pcngawasan dan
pengendalian operasional;

L melaksanakan pengamanan, penjagaan, pengaturan lalu
lintas, pemanduanjpengawalan dan parkir;

m, melaksanakan kegiatan penertiban dan penindakan
dibidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), Angkutan
Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
(ASDP),Angkutan JaJan Rei dan Udara;

n. menyiapkan pembagian tugas kegiatan bidang
pengawasan dan pengendalian operasioanl;

o. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

p. memberikan saran dan pertimbangan kepada KepaJa
Bidang tetang iangkah-Iangkah yang perlu diambil
sesuai dengan bidang tugasnya;

q. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.
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Pasal17 ...

Dalam mcJaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis
mempunyai fungsi:
a. peJaksanaan tugas dinas sesuai dengan bidang

operasionalnya; dan
b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

PasalI6

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

(1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis
operasional Dinas.

PasalI5

BABrV
UNIT PELAKSANA TEKNIS

(3) Seksi Penyidikan dan Penindakan Kota,mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi

Penyidikan dan Penindakan Kota;
b. membagi tugas dan mernberikan petunjuk kepada staf

sesuai dengan tugas pokok dan Iungsi;
c. mernpelajari dan menindak lanjuti petunjuk yang

diberikan oleh Kepala Bidang;
d. membina, memotivasi dan melakukan pengawasan

rnelekat terhadap staf yang dibawahinya;
e. memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai

dengan kewenangannya;
f. menyiapkan bahan petunjuk teknis penyidikan dan

penindakan kota;
g. melakukan pemeriksaaan kendaraan bermotor;
h. rnenyelenggarakan upaya penyidikan terhadap

pelanggaran dibidang perhubungan;
1. menyelenggarakan upaya penindakan tindak pidana

pelanggaran;
j. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;
k. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
I. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

1. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan
dibidang patroli dan pengawasan;

j. menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang
telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir;

k. mernberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala
Bidang tetang langkah-langkah yang perlu diambil
sesuai dengan bidang tugasnya;

I. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
m. melaksanakan tugas kedioasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

15



,(3)Kepala Di.nas...

(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi , sinkronisasi dan sirnplifikaai
baik secara vertikal, horizontal dan diagonal dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan
instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan
tugas masing-masing,

(1) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau
sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui
Sekretaris.

Pasal20

BAB VII
TATAKERJA

Pembiayaan pada Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
serta sumber-sumber lainnya yang sah.

Pasa119

BAB VI
PEMBIAYAAN

(4) Kebutuhan tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat,
jenis dan beban kerja.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan kedalam
bidang danj'atau seksi yang sesuai dengan butir kegiatan
teknis fungsionaI.

(2) Kelompok Jabatan FungsionaI dibagi kedalam sub-sub
kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.

tugas
bidang

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai
melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan
kcahtian masing-masing.

Pasa1l8

BABV
KELOMPOKJABATANFUNGSJONAL

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan
fungsi Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dalam Peraturan
Walikota tersendiri.

Pasall7
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Pasa! 24.....

Dengan bcrlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Daerah
Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan
Uraian Tugas Dinas Dacrah Kota Palembang Bab Jl Bagian
Keenamdicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal23

Proscdur dan mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
yang bersifat internal diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas

Pasal22

BABIX
KETENTUAN PENUTUP

(2) Segala ketentuan yang bertentangan danyatau tidak sesuai
dengan Peraturan Walikota ini dilakukan penyesuaian.

fungsi Dinas
Walikota mi,
pada tanggal

(1) Efektivitas pelaksanaan tugas dan
sebagaimana diatur dalam Peraturan
wajib dilaksanakan selambat-Iambatnya
1 .Januari 2017.

Pasal21

BAB VIll

KE1'ENTUAN PERALIHAN

(6) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat
mcnunjuk Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang di
lingkungan Dinas berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai
bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih
lanjut.

(4) kepala Dinas, Sekretaris, Kcpala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung
jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan
laporan tepat waktu.

(3) Kepala Dinas, SekTetaris, Kopala Bidang, Kepala Sub
Bagian, KepaJa Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
bertanggung jawab memimpin dan mcngkoordinasikan
bawahannya masing-masing dan membcrikan bimbingan
serta petunjuk bagi pclaksanaan tugas bawahannya.
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HAROBIN MASTOFA

BERITA DAERA1-IKOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR.$'1

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 }.1ovaltlW 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOLA PALEMBANG.

HARNOJOYO

Ditetapkan eli Palembang
pada tanggal YJ 1l(Alllr(lbx'"2Cl16

WALIKO <\ PALEMBANG,

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mcngetahuinya, mcmerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan pcnempatannya
dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Pasa124

18



HARNOJOYO

WALl KOTA J>ALEMBANG,
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